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Lampiran 1. SK Tim Perangkat GWPP Tahun Anggaran 2024 
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Lampiran 2. SK Perangkat GWPP di Provinsi Sulawesi Barat 
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Lampiran 3 - Regulasi di bawah UU yang berkaitan dengan GWPP 
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Lampiran 5 - Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 6 - Draf Policy Brief 
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EXECUTIVE SUMMARY 
Undang-undang Pemerintahan Daerah mengatur peran tumpang tindih 
gubernur sebagai kepala daerah otonom dan Wakil Pemerintah Pusat 
(GWPP), yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam pengawasan 
kabupaten/kota. PP 19/2022 gagal mengatur kedudukan GWPP dengan 
baik, membebani sumber daya daerah provinsi, dan menciptakan 
ketidakjelasan antara lembaga pemerintahan di daerah. Dua rekomendasi 
kebijakan utama adalah: (1) Mengubah status provinsi menjadi wilayah 
administratif, menyerahkan kewenangan provinsi ke kabupaten/kota untuk 
meningkatkan efisiensi dan kemandirian fiskal, dan (2) Menguatkan 
kelembagaan GWPP dengan regulasi yang jelas dan pendanaan dari 
pemerintah pusat. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem 
pemerintahan yang lebih efisien dan terkoordinasi. 
 
PENDAHULUAN 

Undang-undang pemerintahan daerah selalu menempatkan daerah 
otonom dan wilayah administratif pada posisi yang saling tumpang tindih. 
Salah satu konsekuensi dari pengaturan tersebut adalah kedudukan ganda 
gubernur. Dalam satu sisi, gubernur berkedudukan sebagai kepala daerah 
otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
daerahnya untuk kepentingan masyarakat setempat. Daerah otonom ini 
memiliki kewenangan politis dan administratif, serta beberapa kewenangan 
fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya disingkat GWPP, mengepalai wilayah 
administratif untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan 
terhadap daerah kabupaten/kota, serta urusan pemerintahan yang 
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merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepadanya. 
Sama halnya dengan instansi vertikal, GWPP merupakan bagian dari 
pemerintah pusat itu sendiri dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas 
nama pemerintah pusat. GWPP dilimpahkan kewenangan administratif di 
mana uraian tugas dan pendanaannya berasal dari pemerintah pusat. Kedua 
kedudukan gubernur masing-masing memiliki perangkat yang berbeda dan 
terpisah satu sama lain. Perangkat Daerah merupakan bagian dari 
pemerintah daerah provinsi yang bertugas membantu gubernur 
melaksanakan kewenangannya sebagai kepala daerah. Sementara itu, 
kedudukan GWPP dibantu oleh Perangkat Gubernur yang juga merupakan 
bagian dari pemerintah pusat sendiri. Kedua perangkat ini berjalan secara 
paralel dan terpisah satu sama lain. 

Ketentuan dalam PP 19/2022 dinilai gagal mengatur kedudukan 
GWPP secara teknis. Aturan ini tidak mencerminkan prinsip dekonsentrasi 
yang sejatinya mewajibkan pemerintah pusat untuk bertanggung jawab atas 
sumber daya yang diperlukan. Kegagalan aturan ini terlihat pada perbedaan 
perlakuan antara GWPP dan instansi vertikal. Instansi vertikal memiliki 
personel yang merupakan pegawai pusat, sarana dan prasarana dari 
pemerintah pusat, serta alokasi pembiayaan dari APBN. Sebaliknya, GWPP 
justru melibatkan pegawai daerah provinsi dan mengandalkan sarana dan 
prasarana dari daerah provinsi. Meskipun telah diberikan alokasi pendanaan 
dari APBN, tetapi penyelenggaraan tugas dekonsentrasi oleh GWPP masih 
membebani APBD Provinsi. Pengaturan dekonsentrasi yang membebankan 
personel serta sarana dan prasarana daerah provinsi  menimbulkan 
pertanyaan mengenai perbedaan antara mekanisme dekonsentrasi kepada 
GWPP dan mekanisme tugas pembantuan kepada pemerintah daerah 
provinsi. 

Minimnya dukungan dari pemerintah pusat berimplikasi pada 
penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah 
kabupaten/kota. Berdasarkan laporan reviu BPK atas Indeks Kemandirian 
Fiskal (IKF) pada tahun anggaran 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa hanya 
ada tiga kabupaten/kota yang tergolong mandiri dan sangat mandiri, yakni 
Kota Surabaya, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Badung. Sebagian 
besar kabupaten/kota masih sangat bergantung pada dana transfer dari 
pusat. Kondisi ini mencerminkan kegagalan pemerintah daerah 
kabupaten/kota dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah yang 
dimiliki. Oleh sebab itu, penguatan GWPP dalam pembinaan dan 
pengawasan menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat diabaikan. 
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DESKRIPSI MASALAH 
Untuk mengatasi kelemahan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah 
daerah kabupaten/kota, penting untuk melihat kembali kerangka hukum dan 
kelembagaan yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah. UU 23/2014, 
mengatur hubungan antartingkat pemerintahan dengan asas otonomi, tugas 
pembantuan, dan dekonsentrasi. Namun, implementasi aturan ini masih 
menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan peran GWPP dapat 
berjalan efektif. Berikut adalah permasalahan dan kendala yang timbul akibat 
kegagalan pemerintah pusat dalam mengatur kedudukan GWPP.  
a. UU 23/2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan 

pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam 
praktiknya, pemerintah daerah provinsi juga melaksanakan asas 
dekonsentrasi. Konsekuensinya adalah pemerintah daerah provinsi 
memposisikan diri sebagai wakil pemerintah pusat. Sehingga 
memunculkan kembali hierarki antara daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota. Sementara UU 23/2014 menyatakan dengan jelas 
bahwa keduanya tidak memiliki hubungan yang sifatnya hierarki. Daerah 
provinsi dan daerah kabupaten/kota masing-masing mengurus urusan 
yang menjadi kewenangannya. 

b. Sebagai kepala daerah, gubernur dan bupati/wali kota memiliki 
kedudukan yang setara. Lemahnya dukungan kebijakan dari pemerintah 
pusat membuat kedudukan GWPP tidak terlihat sehingga memunculkan 
resistensi dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kepada 
daerah kabupaten/kota. 

c. GWPP juga memiliki tugas untuk memastikan kebijakan nasional dapat 
diimplementasikan di daerah. Akan tetapi, gubernur merupakan jabatan 
politik sehingga potensi konflik kepentingan yang tinggi. Misalnya, 
memiliki hubungan kekerabatan dengan bupati/wali kota, kepentingan 
partai politik yang mengusung, hingga keberpihakan pada aspirasi 
masyarakat di daerahnya.  

d. Kebijakan pelaksanaan tugas GWPP dengan menggunakan sumber 
daya daerah adalah hal yang tidak efektif maupun efisien. Hal ini 
disebabkan kondisi daerah provinsi yang berbeda-beda dan pada 
umumnya masih belum maksimal dalam menyelenggarakan tugasnya 
sebagai daerah otonom. Praktik ini membebani daerah secara finansial 
dan meningkatkan beban kerja pada pegawai daerah provinsi. Misalnya 
pada kasus Provinsi Sulawesi Barat yang menunjukkan bahwa pegawai 
daerah provinsi harus membagi waktu untuk melaksanakan tugas 
otonomi dan tugas dekonsentrasi. Selain itu, tugas dekonsentrasi tidak 
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dapat dilaksanakan dengan baik karena terbatasnya personel dengan 
keahlian tertentu, seperti analis hukum dan analis kelembagaan. 

e. Penataan kelembagaan dan evaluasi APBD Provinsi. Pelaksanaan tugas 
yang menjadi kewenangan GWPP tidak boleh dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah dan tertuang dalam APBD Provinsi. Namun, beberapa 
Perangkat Daerah Provinsi memiliki tugas yang sama dengan Perangkat 
Gubernur. Misalnya evaluasi APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 
oleh BPKAD Provinsi, dan evaluasi rancangan peraturan daerah 
kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi. Tugas-
tugas tersebut memiliki alokasi anggaran dari APBD Provinsi. 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 
(1) Otonomi hanya ada pada daerah kabupaten/kota. Provinsi hanya 

berkedudukan sebagai wilayah administratif dan tidak lagi sebagai 
daerah otonom. Konsekuensinya provinsi tidak memiliki kepala daerah 
dan DPRD Provinsi lagi. Segala kewenangan provinsi sebagai daerah 
otonom diserahkan kepada daerah kabupaten/kota. Provinsi akan 
bertindak sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan 
memiliki hubungan hierarkis dengan daerah kabupaten/kota. Provinsi 
dijabat oleh kepala wilayah, dalam hal ini dapat dikepalai oleh pejabat 
eselon IA dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau ahli/praktisi 
yang memiliki kompetensi pada bidang tertentu. Karena jabatannya 
sebagai kepala wilayah, maka ia bertindak sebagai koordinator dari 
semua instansi vertikal yang berada di wilayahnya, kecuali instansi 
vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut. 

(2) Penguatan Kelembagaan GWPP. Penguatan ini meliputi perubahan atau 
pencabutan PP 19/2022 yang dinilai gagal mengatur dan menguatkan 
kedudukan GWPP. Aturan baru harus memberikan perlakuan yang sama 
antara GWPP dan instansi vertikal karena keduanya merupakan 
penyelenggara dekonsentrasi. Kelembagaan GWPP sepenuhnya 
terpisah dari sumber daya daerah provinsi. Tidak ada lagi penetapan "ex-
officio" pada pegawai daerah provinsi, serta pemberian dukungan sarana 
dan prasarana untuk pelaksanaan tugas yang didekonsentrasikan oleh 
pemerintah pusat. Kemendagri dan BPK perlu memastikan bahwa APBD 
Provinsi tidak digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah 
kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, perlunya kejelasan kedudukan 
gubernur pada regulasi yang berkaitan dengan gubernur. Misalnya, 
Peraturan KPU 6/2017 tidak menyatakan dengan jelas kedudukan 
gubernur sebagai kepala daerah atau wakil pemerintah pusat. 
Ketidakjelasan desain organisasi, struktur organisasi, proses bisnis, 
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analisis jabatan dan analisis beban kerja akan mempengaruhi kinerja dari 
Perangkat Gubernur. Seperti halnya Perangkat Daerah yang diatur 
secara teknis dalam PP hingga Permendagri. Terakhir, penguatan peran 
GWPP perlu didukung dengan mengatur hubungan kerja dengan instansi 
vertikal di wilayahnya. Dalam hal ini, Kemendagri sering menggaungkan 
integrated prefectoral system  di mana dalam konsep tersebut merujuk 
pada GWPP bertindak sebagai koordinator dari seluruh instansi vertikal 
di wilayahnya dan merupakan satu-satunya jalur koordinasi ke 
pemerintah pusat. Praktik saat ini tidak menggambarkan hal tersebut. 
Semua instansi vertikal langsung berkoordinasi dengan 
kementerian/lembaganya masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah 
pusat perlu menetapkan hubungan kerja antara GWPP dengan instansi 
vertikal, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.   
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